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ABSTRACT
RINGKASAN 
Pemerintah Daerah (PEMDA) merupakan benntuk organisasi yang diakui
oleh hukum sebagai pemegang mandat di dalam sebuah provinsi untuk
merencanakan, menetapkan tujuan, sasaran, mengatur, menggerakkan, dan
mengarahkan seluruh sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki daerah untuk
mencapai tugas pokok PEMDA  dalam  mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Fungi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban untuk mencapai tugas
pokok PEMDA tersebut, perlu pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan
dengan pelaksanaan desentralisasi daerah. Pemerintah daerah berhak
menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah yang di atur oleh PPKD selaku
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah serta
Sekretaris Daerah (SETDA) Selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah
(KEUDA). 
Dana otsus merupakan salah satu pendapatan aceh khususnya bagi
kabupaten/kota dalam melaksanakan anggaran yang ditujukan untuk membiayai
pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur,
pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan
pendidikan, sosial, dan kesehatan. Salah satu dokumen persyaratan yang harus di
lengkapi dalam penyaluran dana otsus yaitu laporan realisasi fisik dan keuangan
dana otsus kabupaten/kota. Pihak Administrasi Pembangunan Setda Provinsi
Aceh melakukan pemeriksaan terhadap laporan realisasi fisik dan keuangan dana
otsus yang dikirimkan oleh kabupaten/kota setiap triwulan bertujuan untuk
mengetahui bagaimana progres dalam penggunaan dana otsus. 
Berdasarkan hasil laporan kerja praktek penulis dapat menarik kesimpulan
bahwa pemeriksaan terhadap laporan realisasi fisik dan keuangan dana otsus
kabupaten/kab dilakukan oleh dua orang yang berbeda sehingga tidak memiliki
keseragaman. Alangkah baiknya pemeriksaan tersebut di tujukan pada satu orang
saja agar setiap laporan yang diperiksa seragam. 
